BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 500, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);



15.

16.

17.

18."

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5275);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14
Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 15);



Menetapkan :

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2020
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati
Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp. 2.422.886.893.345,- (dua trilyun empat ratus dua
puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat
puluh lima rupiah) bertambah Rp. 72.326.577.345,-
(tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh
lima rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.495.213.470.690,-
(dua trilyun empat ratus sembilan puluh lima milyar dua
ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam

ratus sembilan puluh) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 2.194.236.966.584

b. Berkurang Rp (75.307.534.256)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 2.118.929.432.328

2. Belanja

a. Semula Rp 2.312.886.893.345

b. Bertambah Rp 72.326.577.345

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.385.213.470.690
Defisit Rp (266.284.038.362)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp  228.649.926.761

2). Bertambah Rp 147.634.111.601

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp  376.284.038.362

b. Pengeluaran Pembiayaan
1). Semula Rp  110.000.000.000
2). Bertambah/berkurang Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp  110.000.000.000

Jumlah Pembiayaan Netto Rp  266.284.038.362
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih



lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

*>¢mbina Tk [
gte $5670725 199503 1 002
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